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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 03 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

bahwa dengan ditetapkannya Undadgagh Nomor 28 Tahun 2009,
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, makatUi?an daerah
Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajdduddn yang
dianggap tidak sesuai dengan perkembangan perlabutic dan

disesuaikan;

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu symbeapatan Daerah
yang penting guna membiayai pemerintahan dan peguoiban;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&dichauruf a dan b,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajalrédib

Undang — undang Nomor 29 Tahun 1988tahg Pembentukan
Daerah — Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaramgadda Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LembargardeRepublik

Indonesia Nomor 1822);

Undang — undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetenUmum Tata

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indon€afaun 1983

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor

3262); sebagaimana telah diubah dengan Undang-gndemmor 16

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta000

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 3984);

Undang — undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang rB&#myelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indon&siaun 1997

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3638);



4. Undang — undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang dgiema Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Istoi@hun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3686);

5. Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangdhfamygara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dandtisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang — undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang deidag Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 N@npTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang rmra Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N@mpTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang — undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rddbaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndndambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Petonken Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istloid@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4389);

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang eRksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @dramiNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahanhazan Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retalean Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norhd5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomdB7}4
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhgatelndang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik ladi@n
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repationesia
Nomor 4844);

12. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangiBangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 doi?26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoA®8 %

13. Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangkPBperah dan

Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indan&ahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 5049);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tgnfaata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam PenyataaggNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norh29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No8&86)3

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005aiignPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndorBsiain 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irgilane
Nomor 4578);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 TaM@62entang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerabh;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tah®62entang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahwi062 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 Tali®97 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tah@f7 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 TabB08 fentang Pokok-
pokok Pengelolaan Daerah Kabupaten Wajo;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 TabB08 fentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintalufbn Wajo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PeranglabbBaebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Wajo;

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo;

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatarah Kabupaten Wajo;

6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah BadagelBlEn Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Wajo;

7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajalglahd Pajak atas penyelenggaraan

Hiburan;

8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukmmmainan dan atau keramaian

dinikmati dengan dipungut bayaran;

Penyelenggara Hiburan adalah adalah Peroranganbadan yang menyelenggarakan

Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atdaukuthan atas nama pihak lain yang

menjadi tanggungannya,

10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang geenghadiri suatu hiburan untuk
melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atenggunakan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penggara, karyawan, artis dan
petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas peassm;

11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat y@nglengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dapat digunakan oleh wajib pajak untelaporkan, menghitungan, dan
pembayaran pajak yang terutang menurut peraturamng@ng-undangan perpajakan
daerah;

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selgajaisingkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perfyan dan pembayaran pajak yang
terhutang menurut peraturan perundang-undangaajpkgm daerah;

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnysglet SSPD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan ataweeman pajak yang terutang di kas
daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan olelaup

14. Surat Ketentuan Pajak Daerah yang Kurang Bagag selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat keputusan yang menentukan besarnyahjipajak yang terutang, jumlah
kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokokkyadjesarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang harus dibayar;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Thamhayang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukanaaambatas jumlah pajak yang
ditetapkan;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, gatanjutnya disingkat SKPDLB adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebiharb@garan pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang setaya disingkat SKPDN adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang tegudama besarnya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidd kredit pajak;

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang kemudian gkain STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administeaspa bunga dan atau denda.

©



BAB |1
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atagglenggaraan Hiburan.
(2) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggdriaman dengan dipungut bayaran.

(3) Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud agala(2) adalah :
Tontonan Film;

Pagelaran Kesenian, music, tari, dan / atau busana;

Kontes Kecantikan, binaraga, dan sejenisnya,;

Pameran,;

Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

Sirkus, acrobat, dan sulap;

Permainan bilyard, golf dan booling;

Pacuan kuda, pacuan kendaraan bermotor, dan pamietangkasan;
Panti pijat, reflexi, mandi uap/spa dan pusat kebag ( fitness center);
Pertandingan Olahraga.

T S@mpooTw

Pasal 3
(1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi btalan yang menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi ataddm yang menyelenggarakan hiburan.

BAB I11
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlap yang diterima atau yang seharusnya
diterima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagainsamaksud ayat (1) termasuk
potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikpada penerima jasa hiburan.
Pasal 5

(1) Tarif pajak pertunjukan film ditetapkan sebela¥o( sepuluh persen).
(2) Tarif pajak kesenian ditetapkan sebesar 10ép(lsih persen).
(3) Tarif pajak kontes kecantikan ditetapkan seb&88 ( sepuluh persen).

(4) Tarif pajak pameran ditetapkan sebesar 10%ulsk persen).



(5) Tarif pajak hiburan karaoke, diskotik, klub @&l ditetapkan sebesar 35% ( tiga puluh
lima persen).

(6) Tarif pajak sirkus ditetapkan sebesar 10% (kdppersen).

(7) Tarif pajak bilyar ditetapkan sebesar 10% (usdap persen).

(8) Tarif pajak pacuan kuda ditetapkan sebesar (L88puluh persen).

(9) Tarif pajak panti pijat dan refleksi ditetapksebesar 15% ( lima belas persen).

(10) Tarif pajak pertandingan olahraga ditetapletesar 10% ( sepuluh persen).

(11) Tarif pajak kesenian rakyat ditetapkan seb®%af lima persen).

(12) Tarif pajak kesenian ditetapkan sebesar 18ep(luh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6
(1) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilagalerah.
(2) Besarnya pajak hiburan yang terutang dihitumggain cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan gehakgaimana dimaksud dalam
pasal 4.

BABV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 7
Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamar(gatu) bulan kalender.

Pasal 8
Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak terjada gadt terjadi penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 9

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayatafly ldiisi dengan jelas benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak ktesanya.



(3) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayatafly ldisampaikan kepada Bupati
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelahkdbénya masa pajak.
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPDaptatn dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN
Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yangtéeg dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajas@mdiri dibayar dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKB, dan /atau SKPDKBT.

Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah geaitangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketanaag, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dgfargka waktu tertentu dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikadapwaktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhiakajang terutang dihitung secara
jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atawadatng semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yangueyut
c. SKPDN jika jumlah pajak terutang sama besadws@gan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalamOH&° sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakarkssaadministratif berupa bunga
sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dgakpyang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dukulpempat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.



(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam D8 sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b sanksi administratif berupa keaaikebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2k tdikenakan jika wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pe«sean.

(5) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaintineaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa ikanasebesar 25% ( dua puluh lima
persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi admatistberupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang lgiedau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan difgtsejak saat terutangnya pajak.

Pasal 12

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBTagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengs&émpenyampaian SPTPD, SKPDKB,
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (8yadan ayat (5) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 13

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dihaya
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganbagaran sebagai akibat salah
tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupada dan/atau denda.

d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STB&gséman dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admatisberupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (limad)dbulan sejak saat terutangnya pajak.

e. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatatpb pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua pessdnjlan dan ditagih melalaui STPD.



Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 14

(1) Bupati menetukan tanggal jatuh tempo pembayaran pkamyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjeetsdt saat terutangnya pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembentul&@yrat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkalahupajak yang harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan segaggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memeyerbyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk gamegsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebeg@u2®persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembaygrenyetoran, tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatgaml&eraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBTPIZT Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan PuBsading yang tidak atau kurang
dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagingan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakardashekan Peraturan
Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
K eberatan dan Banding
Pasal 16

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hangade Bupati atau pejabat yang ditunjuk
atas suatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga kbemidas ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdhnta 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagmoimaaksud pada ayat (1), kecuali
jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangkatwatk tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.



(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak tet@mbayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui wajib pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagairdanaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggapagaeb SuratKeberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikdmBueati atau pejabat yang ditunjuk
atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui quoattercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua Beladan, sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan ataey&en yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memeseluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(dayaelah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajuksebigt dianggap dikabulkan.

Pasal 18

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan bandinyah&epada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yangpkiget oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud padaldyditijukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dafegkajavaktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surgiltesan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiiembayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitarsBatBanding.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandiaudkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengamtiah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duahpertopat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat lfiturdy sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dillednu sebagian, wajib pajak dikenai
sanksi adminstratif berupa denda sebesar 50% (tiuhah persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengak gang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan
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(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan bandsagsi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagainsangadimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulgebagian, wajib pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 100%at(sempersen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan perdrayPajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan K etetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminstratif

Pasal 20

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatanBymati dapat membetulkan
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yarajath penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hidgergyatau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-uaddPgypajakan Daerah;

(2) Bupati dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administatiipa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang menurut PeraturannBang-undangan Perpajakan
Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kakeRhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau menambahkan SKPDKB, SKPDKBT &HERD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pgglg dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yangtiikan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarlatimpangan kemampuan
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objgklpa

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamngtau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan dgat pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
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BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belaglan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Rajakgaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(&ydelah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pdrgEm pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB haruderditkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebipambayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkankuntalunasi terlebih dahulu utang
Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimiamzksdud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dudpambsejak diterbitkannya SKPDLB
atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak ditakisetelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dwsepesebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pabhkgaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaisav setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutgagPajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
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(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksiacagat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; ata
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baigsang maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paetzagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitujakstanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagainmalsdd pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyata&sih mempunyai utang Pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagainmawa&sdd pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsatean penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 23

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kardrak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutarak Rang sudah kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudahlukedsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB I X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 24

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha wajib menyeleragar pembukuan atau
pencatatan.

(2) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimaalksdinpada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Pasal 25

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menigejpatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melakaar@draturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau aatatokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan deniggek@ajak yang terutang

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atngan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemerikdaafgtau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeaikddajak diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak ddgeat mhsentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayalitetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebaga dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundanggara

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 27

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Ne§mil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagayidde untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daesgbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuma\Patana.
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyatiélah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti ketgan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daeran kgterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meaig orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukarfsegan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang grilsdau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerabh;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkermargan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan gmrkbukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan teghbdhan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksahagas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang ggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rkesnm&tentitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindapigerpajakan Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dperittisa sebagai tersangka atau
saksi;

j.  Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapanyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuwatuiRe Perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya penyidikan
dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penumum melalui Penyidik pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengaenkean yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydmpaPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkanerkegan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidangad pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 2) (chlajumlah pajak terutang atau
kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyamp&RarPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteraggag tidak benar dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bukan @enda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang.

(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2jpailean penerimaan Negara.

Pasal 29

Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah tidakintit setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya paj@u d@erakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnyaif&ajak yang bersangkutan.

BAB XIIlI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak &hbyang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai Pajak Hiburan sebagaidiaraksud dalam Pasal 2 Peraturan
Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka wakilima) tahun terhitung sejak saat

terutang.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan ddfeauntusan dan atau Peraturan Bupati.
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaid#ingkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, rneaig@an pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb&abupaten Wajo.

Disahkan di Sengkang
Pada tanggal, 13 Januari 2011

BUPATI WAJO,

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 13 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

H.M.NATSIR TAUFIK
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag. Hukum dan Per-UU

Abd. Hamid, SH.MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 14
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